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Waspada Pungli Modus Seragam Sekolah

B Berpotensi Memberatkan Wali Murid

YOGYA, TRIBUN - Pem-
kot Yogya mewanti-wanti

.i " TAK BOLEH

ADA PAKSAAN

pihak sekolah supaya ti-
dak melakukan aktivitas

Terkait dengan pungutan liar (pungli) da-
lam rangkaian Penerimaan
S.el' aga{"/ bu(ﬂl Peserta Didik Baru fPPDB)
dan iuran-iuran itu tintgkat stD ‘li(‘:‘;tSMPg‘ Sa]ald x seragam sekolah.
z A satunya terl pengadaan Terkait pengadaan
Sudﬂh tidak d’per' seragam, di mana seko- Seragayg\, sgkgqan tidak
J lah tidak boleh memaksa boleh memaksa orang tua
bOIehkan' Selak orang tua atau wali siswa siswa untuk membelinya.
dulu nggak boleh, untuk membelinya. Orang tua siswa

o Kepala Dinas Pendidik- dipersilakan lapor ke
latﬂ IUga SUdah an Pemuda dan Olahraga Disdikpora jika merasa
i tkan (Disdikpora) Kota Yogya- dipaksa beli seragam di
menginga karta, Budi Santosa Asrori sekolah.
sekolah. mengatakan bahwa pihak-

® ke halaman 11

sanksi kepada sekolah

T Pemkot Yogya menyiapkan
atau oknum yang nekat

! menabrak aturan itu
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Waspada Pungli

@ Sambungan Hal1

nya setiap tahun secara
rutin mengeluarkan Surat
Edaran (SE) untuk meng-
antisipasi hal tersebut.

Untuk tahun ini, lanjut- -

nya, seluruh kepala seko-
lah negeri di Kota Yogya
juga sudah dikumpulkan
agar praktik-praktik sema-
cam itu tidak dilakukan,
Pasalnya, hal ini berpoten-
si memberatkan orang tua
murid. X

“Terkait dengan sera-

gam, buku dan iuran-iuran

‘itu sudah tidak diperboleh-
kan. Sejak dulu nggak bo-
leh, kita juga sudah mengi-
ngatkan sekolah,” katanya,
Senin (10/6).

Menurutnya, dalam Per-
aturan Pemerintah (PP) No
17 Tahun 2010 telah dia-
tur, bahwa pemerintah se-
cara tegas melarang setiap
kegiatan penjualan sera-
gam dan atribut sekolah di
lingkungan sekolah.

Ketika fenomena sema-

cam itu mdsih dijumpai,

Budi mempersilakan orang
tua atau wali murid mela-
por ke Disdikpora. “Kalau
masih ada laporan (pung-
li), silakan laporkan pada

kami. Sudah jelas nggak
boleh itu. Kalau seragam,
ya biar (beli) sendiri, ter-
masuk buku juga,” ung-
kapnya.

Sekretaris Disdikpora
Kota Yogyakarta, Tyasning
Handayani Shanti menam-
bahkan bahwa potensi
pungli dalam rangkaian
PPDB biasanya muncul
setelah siswa secara resmi
diterima di sekolah terse-
but. ’

Sementara untuk pungli
dalam proses yang berka- .
itan dengan penerimaan
siswa, selama ini belum
pernah dijumpai kasusnya
di lapangan. “Kalau pung-
li pada proses PPDB kami
rasa tidak.ada, khususnya
di tingkat SD dan SMP di
Kota Yogyakarta,” terang-
nya.

Ia pun tidak memung-
kiri, beberapa modus yang
digunakan oleh pihak se-
kolah untuk mengakali
regulasi yang dikeluarkan
tersebut adalah dengan
pengadaan seragam, ter-
utama seragam identitas
atau khusus. )

Namun, dengan SE
yang telah diedarkan ke
seluruh sekolah negeri,
seharusnya praktik-prak-
tik pemaksaan pembelian

seragam di sekolah stdah
tidak ada lagi. Pihaknya
juga mempersiapkan san-
ksi kepada sekolah atau
oknum-oknumnya, jika
nekat menabrak aturan
tersebut.
“Sekolah-sekolah yang

.

dulunya ada seragam

khusus, sekarang tidak
mengadakan kembali ka-
rena aturan itu. Kemudi-
an, seperti seragam olah-
raga, banyak sekolah yang
sekarang membebaskan,
karena sekolah tidak boleh
mengadakan,” urai Tyas-
ning.
Sosialisasi
Sementara itu Kepala
SMP Negeri 6 Yogyakarta,
Dwi Isnawati mengatakan,
bahwa Surat Edaran ter-
kait seragam sekolah dari
Disdikpora sudah disosia-
lisasikan kepada seluruh
guru dan karyawan agar
tidak coba-coba melang-
garnya.
. “Kemudian, setelah pe-
nerimaan siswa baru, ada
sosialisasi program. Kami
mengundang orang tua
siswa sebelum mulai MPLS
(Masa Pengenalan Ling-
kungan Sekolah),” kata
Dwi.
Dalam kesempatan ter-
sebut, pihaknya menegas-

kan kepada seluruh orang
tua atau wali, bahwa seko-
lah tidak ‘melakukan pen-
jualan seragam, maupun
pungutan-pungutan lain-
nya. Orang tua dipersila-
kan membeli seragam di
luar sekolah, baik dalam
bentuk pakaian jadi atau
bahan.

“Mau beli di supermarket
boleh, pasar tradisional bo-
leh, atau mau jahit sendiri
juga boleh. Bahkan, pakai
punya saudara atau ka-
kaknya pun tidak masa-
lah,” terang Isnawati.

Terkait seragam identi-
tas, pihaknya pun tetap
memiliki stok yang dapat
diakses oleh orang tua,
namun statusnya tidak
wajib. Dalam artian, siswa
dipersilakan mau mema-
kai seragam identitas atau
tidak, tanpa ada konseku-
ensi sanksi dan sebagainya
dari sekolah.

“Kalaupun belum punya

an tidak pakai pun tidak
ada sanksi dari sekolah.
Kami tidak mewajibkan
siswa untuk punya atau
beli. Sehingga, orang tua
tidak merasa dipaksa atau
terpaksa. Kalau beli, be-
linya juga bukan karena
terpaksa,” tambah Isnawa-
ti. (aka)
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